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1. Pendahuluan
"Witlwut a global revolution in the sphere of human consciousness, 
nothing will change for the better . . .  and the catastrophe toward which 
this world is headed, whether it be ecological, social, demographic or a 
general breakdown of civilization, will be unavoidable.' 
- Vaclav Havel
Kurang lebih em.pat dekade pembangunan sebagaimana terus 
dipraktekkan hingga sekarang tidak menunjukkan keberhasilannya 
dalam meningkatkan pendapatan maupun standart hidup rakyat 
miskin di dunia. Angka kemiskinan didunia m.enunjukkan kondisi 
yang konstan bahkan cenderung meningkat, demikian pula kualitas 
hidup penduduk miskin. (Laporan UNDP dalam "konsultasi 
Genewa" Nopember 1991). 
Model pembangunan ortodox tidak mampu mengikis kondisi­
kondisi buruk kehidupan rakyat miskin seperti kekurangan gizi, 
keterbatasan pendidikan, serangan penyakit, dampak kerusakan 
lingkungan hidup, dampak konflik politik dan peperangan. Model 
pembangunan ortodox bahkan ikut andil dalam semakin 
m.emburuknya kondisi penduduk miskin didunia. 
2. Model Pembangunan Ortodok
Apakah model pembangunan ortodok itu? 
Yaitu suatu formula dan kebijakan yang disusun dan 
didesakkan oleh korporasi internasional dari negara-negara industri 
untuk dilaksanakan oleh negara-negara miskin melalui apa yang 
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diesebut "menghapuskan kemiskinan" melalui "pembangunan 
ekonomi" dengan strategi "pertumbuhan' ekonomi". Yang mereka 
anggap sebagai kemiskinan dan keterbelakangan adalah "rendahnya 
pendapatan perkapita". Jika pendapatan perkapita dapat 
ditingkatkan, menurut mereka masalah kemiskinan dan 
keterbelakangan akan terpecahkan. Menurut formula tersebut, 
pertumbuhan ekonomi diramu dengan beberapa. komponen inti 
yakni: industrialisasi, peningkatan produktivitas pertanian melalui 
revolusi hijau, investasi modal lebih besar, kenaikan GNP, dan 
'trickle down effect'. Begitulah rumus Kuznets. 
Setelah tiga dasawarsa terlampaui, temyata, pertumbuhan 
ekonomi tidak disertai turunnya kemiskinan dan keterbelakangan, 
melainkan yang tetjadi adalah sebaliknya. Bahkan kemiskinan massal 
selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari pola pertumbuhan itu 
sendiri. Memang para elit tersebut acapkali berbicara tentang situasi 
"ketidakmerataan" namun menurut Ibrahim Samater : (Dari 
Pertumbuhan ke Basic Need, Sebuah Evolusi Teori Pertumbuhan), hal 
tersebut hanyalah merupakan bagian dari upaya 'menipu rakyat' 
karena yang tetjadi sesungguhnya adalah mereka hanya bicara: 
'strategi-strategi pembangunan pertumbuhan' saja. 
Formula 'pertumbuhan' telah mengalami evolusi sebagai aktbat 
dari kritik yang kuat terhadap situasi 'ketidakmerataan'. Berbagai 
kritik tersebut menumbuhkan keyakinan pada lembag-lembaga 
intemasional dan para elit politik dan ekonomi negara ketiga yaitu 
bahwa model pembangunan ortodok yang mempercayakan pada 
pertumbuhan GNP tidak akan memberi keuntungan kepada kaum 
miskin dinegara berkembang, dan juga tidak rnemberi keuntungan 
segera pada mereka. Oleh karena itu 'pertumbuhan haruslah dibarengi 
dengan pemerataan. 
Setidak-tidaknya, selama tiga dasawarsa rm, model 
pembangunan di negara-negara ketiga (termasuk Indonesia) sangat 
dipengaruhi oleh 7 formula "pertumbuhan dan pemerataan'' sebagai 
berikut 
a. Emplyoment generation (penyerapan tenaga ketja/ padat karya);
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b. Redirecting Investment (pengerahan kembali Investasi secara
besar-besaran);
c. Meeting basic Needs (pemenuhan kebutuhan dasar);
cl. Human Resource Development (pembangunan sumber daya
manusia);
e. Agricultural first Developement (pembangunan dengan
mengutamakan pertanian);
f. Integrated Rural development (pembanggunan pedesaan terpadu);
g. The New International F.conomic Order (tata ekonomi dunia baru).
James Weaver, K.P. Jameson dan Richard N.Blue ( Analisa 
Kritik Terluulap Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan) menyatakan 
bahwa meskipun tujuh formula "pertumbuhan dan pemerataan" 
memperluas perhatiannya pada upaya-upaya pemerataan, namun 
semuanya tetap saja masih belum mampu keluar dari pijakan dasar 
'pertumbuhan' yakni tetap berusaha menjawab kebutuhan­
kebutuhan material. Sebaliknya ketujuh formula tersebut sama 
sekali atau bahkan menghindari untuk menjawab dua �ebutuhan 
lain yang sangat fundamental dalam kehidupan rakyat yaitu: 
pertama kebutuhan yang bersifat non material seperti: Hak asasi 
untuk kebebasan; keamanan; partisipasi, dan demokrasi. 
Pada masalah-masalah tersebut mereka tetap tidak peduli dan 
bahkan memberikan andil yang sangat besar terhadap terciptanya 
sistem sosial yang represif, menindas dan dominatif. Kedua, Mereka 
tidak saja menghindari untuk memikirkan struktur kekuasaan, tapi 
juga tidak menyangkutpautkan masalah dunia ketiga dengan 
negara kaya. Memang pernah terjadi kesepakatan internasional 
dimana 7 persen GNP negara kaya dituntut untuk disedekahkan 
pada negara miskin disamping adanya kesepakatan pengaturan 
untuk mengurangi kecurangan perdagangan internasional; tetapi 
struktur ekonomi dunia tetap saja tak berubah dimana dominasi 
negara-negara industri kaya tetap kuat atas netgara-negara miskin. 
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3. Strategi Dom_inasi Negara.I<aya Atas Negara Miskin • ·
Untuk mempertanjam kerangka .analisa terha9-ap masalah 
dominasi tersebut berikut ini . akan dikemukakan. suatu ' teori 
dominasi yang disebut teori ·"discourse and . Power" ··. (ilmu ·pengetahuan dan kekuasaan). • . . 
. Arturo Escobar, Profesor Antropologi Pembangunan ., padaSmith College Northampton, USA, merumuskan bahwa,penciptaan 
discourse (wacana) negara-negara industri (negara dominan) untuk 
mendomina�i negar�-negara miskin dilakukan melalui apa yang 
disebut "deployment of development" ,yang dilakukan melalui tiga 
tahapan penting yaitu: "abnormalities', profesiona!izntion of development 
atau tecnification of development dan Institutionalization of development" ..
• II Abnonnalitie�'� inen�juk p�da su�tu situasi _dan, .k<:mdisi 
yang tidak normal kareria tidak sesuai d�ngan apa yang diinginkan 
dan: dikehendaki oleh pihak yang merasa normal. Abnormalities 
:-- . . • 
.
• ·. . • :- j" • ' .. • • -· • .,_ ··; • dilakukan dengan pendpta!'ln isu mengenai negara-negara ketiga 
seperti. terbelakang,. primitif, tradisional, miskin; underdevelopment, 
kurang gizi, _buta huruf, krisis, dari 'Y.arig . terakhir bararigkali 
terorisme. Kondisi htl disebut· kondisi 'sakit' yang perlu 
· disembuhl<an oleh dokte�. Isu inf meras�k •. san1pai p�da levei'
komunitas yang paling bawah, bahkan rumah tangga dan individu
sekalipun. Tahap ini disebut juga "tire progressive iric:oorporation of
problem" dimana'_berbagai anggapan teritang masalah clikumpulkan
dan disatukan; · · · · 
. Cara pertama •. ini. dimaksudka,ri . �tuk m�liiliirkan 'apa' yang.disebut "a field of intervention of po1ver" dimana kebutuhari urituk 
merriecahkan situasi. yang tidak noimal tersebut d�asakan karenaitu ruang-ruang'interrvensi kekuasaan mtila{terbuka: . . .. 
"Profesionalization of development'' atau · tecnification · of 
development", · �eriunjuk pada suatu pengertian dimana situasi 
problem· tersebut hams dipandang se�a,gai .sesuatu yang spesifik dan• karena .itu · harus dipecahkan . secara spesifik pula oleh 
orang/kelompok orang yang ahH; palam tahap ini berbagai konsep 
dikembangkan · sebagai resep�sesep untuk menormalkan negara­
negara ketiga. Para ahli dari negara industri bekerjasama 
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meinisahkan urusan development (pembangunan) dengan masalah 
politik (dalam arti luas) melalui pendirian pusat-pusat studi, 
pembangunan, yang menjadi alat untuk mengekspor gagasan­
gagasan pembangunan ke negara-negara ketiga. 
·, Cara ini dimaksudkan untuk melahirkan apa yang disebut "a
field of kwoledge control" yaitu dimana ilmu pengetahuan akan 
diperankan untuk mengontrol proses-proses sosial, ekonomi dan 
politik. Tujuan utamanya adalah bagaimana ekonomi mampu, 
mengendalikan pembangunan secara efisien. 
"lnsti�tionalization of development" menunjuk pai:la 
pengertian . penciptaan instrument-instrument pembangiman yang 
akan beifungsi sebagai aliran proses dominasf sosial, ekoriomi dan 
politik. Institusionalisasi pembangunan itu · diciptakan disemua · 
level. seperti dibentuknya badan-badan/ organisasi · inte�siorutl 
(seperti UN, Wold Bank, IMF, IGGI, CGI, Paris Oub, WTO); national 
(seperti Bappenas, Bapeda, LKMD, PKK, dan pusat-pusat penelitian 
serta Iembaga-Iembaga pembangunaan lainnya) sebagai . aparat 
pembangunan. 
Dengan tiga tahapan strategi "deployment of development" 
tersebut negara-negara industri maju telah mampu melakukan .·
penetrasi, integrasi, pengelolaan, kontrol terhadap negara-negara 
ketiga dan penduduknya secara mendetail terutama sejak selesainya 
perang durua kedua. 
Wacana dan strategi "development dan underdevelopment" itu 
selanjutnya mendapat tempat yang sangat penting dinegara-negara 
ketiga bukan saja menjadi pengetahuan b�, tetapi juga kekuasaan 
baru dan keimanan baru, sehingga tela:h terjadi peruba:han yang luar 
biasa · yakni dari kepentingan dominasi Barat dan Amerika terhadap. 
negara ketiga, beruba:h menjadi suatu teor
i 
yang memperoleh '
legitimasi filosofis dan beruba:h menjadi "isme' .· baru· (developmentalism).
4. Paradigma Alternatif
· Apa yang diperlukan sekarang ini adala:h adanya model
· pembarigunan yang sama sekali berbeda dari model ortodox. Model ..
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''' '· '''· alterriatif. rm .disebut . ''.transfo�asi ' •·'strukhlr�l'! /• • ·Model 
pembangunan transformasi struktural meletakkan prioritas pada 
kebutuhan-kebutuhan intemaF dari negara�negara berkembang.itu 
sendiri untuk menjamin keberlangsungan pembangunannya baik 
secara ekonoi:_ni maupun lingkungan, yarig menjamin perbaikan 
. 
' .· . . . .. ·. , . ' -, kondisi penduduk miskin. · . ···· · · · · . ·
. .. ' ,'': 
' ' ' .. ,_ ,. :. ' •, 
Pendekatan peinbangunan liarus didasarkan atas "partisipasi" 
dari rakyat negara�negara miskin itu, sendiri dan tidak diatur. serta dikontrol oleh kekuatan-kekuatan ekstental lain, baik pembangunan 
yang berskala · lokal, regional maupun · nasionaL The UN Economic 
. Commission for_ .. Afric:a cfa.la.m _;'�ltemati�Ei f� e'wbrk"nya menyebut model 'pembangtl!lari ,ai,ter11a.tif w sebagai "fundamental. 
transformati�n . of social, . economk . and political . stru�ture" 
(perubahan fundarriental dalam 'struktur ; �o:Sial, el.<onomi dan 
po�tik). · · · · · · 
Pendekatan pembangunan yang baru ini· menekankan.pada 
prinsip "equity (keadilan), . participation . (partisipasi), dan 
sustainability (keberlanjutan). Komisi Selatan yang dipimpin oleh 
Julius Nye�ere menyimpwkan bahwa "pem_bangunan yang benar 
harus menempatkan manusia sebaga.i pusatnya, dan di rancang 
untuk menjamin kep�tingan sosial d.an ekonomi rakyat itu sendiri. 
Dinamika model pembangunan ortodox yang_bertumpu pada "pertumbuhan ekonomi dan modernisasi'' di utara tidaklahJayak 
dan rukup menjadi penggerak untuk meningkatnya. pertumbuhan 
secara bekelanjutan . di .  sela�. ,Berdasark� pengala.man • koalisi . 
NGO regional di t,ttara, maupun .diselatan dengan proyek-pr6yek . 
mereka . yang <;fisebut . dengan . "ioc:al . development inisiative". 
merumuskan, bahwa ; keberhasilan. pemban�n yang b_erhasil 
harus mendasarka� a.ta� pi:insip-prinsip ��bagai �rikut:. . 
};> Partisipasi rakyat dalain 'menentuk�n/memutuskan setiap 
kebijakan pembangunan; · 
};> Menghormati ilmu pengetahuan lokal, pengalaman; praktis 
mereka dan,,budaya setempat;_
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> Mengangkat keswadayaan rakyat melalui produksi-produksi
. konsumsi lokal;
> Mengikuti keragaman sistem ekologi dan mengadaptasikan
alternatif-altematif pemecahan terhadap masalah-masalah
ekonomi dan lingkunan.
> Pendektan-pendekatan yang fleksible, terpadu, dan
multidimensi;
Model pembangunan yang berpusat pada mantisia (';p�pple­
. oriented model of development'') selama ini telah didesakkan 
· sebagai pengganti/ altematif dari model ortodok yang ber-orientasi
pada pertumbuhan ("grouth oriented") tersebut sehingga model
ortodok tidak·menjadi resep tunggal yang.diterapkan dalam segala· keadaan. Model alternatif ini menjamin fleksibilifas, tepat-guna
secara lokal, dimana rakyat mendapatkan kesempatan baik untuk
merumuskan masafah maupun menciptakan pemecahanp.ya.
Mungkinkah model pendekatan tersebut diterapkan?. 
· · Pengalai:nan kerja-kerja NGO pada tingkat komunitas baik cli
utara maupun ··. selatm telah menunjukkan keberhasilan . dalam 
mengurangi kemiskinan dan dapat memperkuat posisi masyarakat. 
Sudah seharusnya lembaga-lembaga pembangunan intemasional, 
lembaga-lembaga donor intemasional, dan pemerintah baik di utara 
maupun selatan mengambil pelajaran · dari keberhasilan­
keberhasilan tersebut. Sampai saat ini . kerjasama-kerjasama NGO · 
internasional · dan masyarakat sipil terus bergerak melakukan 
advokasi dan mendesakkan perubahan kebijakan pembangunan
altematif di semua level. · 
Salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi 
model pembangunan altematif adalah adanya kesadaran baru akan 
pentingnya agenda dan cara-cara baru dalam riset dan 
pemberdayaan rakyat. Jika dalam model ortodok · lebih 
menggunakan prinsip "esentialism" dan "economic determinism", 
maka . dalam model altematif lebih cenderung mendasarkan 
. pendekatan "multidisipliner" dan "overdeterminism" (Resnick dan · · 
.. · Wolf). Kesadaran ini harus dibangun bersama dengan berbagai 
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• .
. kekuatan diinana rakyat h�rus benar-benar menjadi pelaku aktif 
. · dari setiap · perubahan · melalui pendi_dikan yang membebaskan ( 
freire) dan untuk ini mereka ha� diorganisir unhikmembangun 
kekuatan mereka sendiri , (comm;_utltj, . organizing) . ( Alinsky). 
Pengorganisasi� dan Pendidikan ' inf ,h�ru's dilak�kan oleh 
kelompok-kelompok progresif yang •. me_miliki ikatan historis 
terhadap situasi dan kondisiyang dihadapi oleh rakyat atau disebut 
intelectual organic oleh Gramsci. Rakyat harus secara terus menerus 
menentukan dan memrumuskan masalal:mya, menentukan apa yang 
paling tepat untuk nterigatasinya, serta meni1!1i hasilnya yang oleh
Lewin disebut action'research. 
' .·· . . ' . 
. . . ' 
5. Pengertian dan Hakikat Pemberdayaan Masyarakat
Istilili pemberdayaan (empowerni'ent) bukanlah istilah ba� di. 
kalangan ISM, akademisi, organisasisosial kemasyarakatan, bahkari 
pemerintah seklipUIL Ia mun�ul' hampir' bersamaan deng� ad�ya: 
kesadaran · · akan . perlunya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan 
. 
Diasumsikari bahwa kegiatan pembangunan itu 
mestiriya mampu merangsang_proses pemandirian masyarakat._(self 
sustaining. process). Dan ada hipotesis hahwa' taripa partisipasi 
masyarakat niscaya tidak akan diperoieh kemajuan· yang berarti 
dalam proses pemandirian tersebut ! ''.. •. . . .
.· · Adanya gagasan bahwa partisipasi masyarakat itu seyogyanya 
merefleksika:n · pemandirian bukanlah tanpa alasan. · Diasumsikan 
tanpa adanya · pemandirian · maka · suaht bentuk, partisipasi
masyarakat itu tidak lain adalah proses mobilisasi belaka. · 
Dalam tataran konseptual istilah p'e111berda�aan itu 
nampaknya tidak ada persoalari,untukdapafdicerna. Ia berkait erat 
dengan proses-transfo�si sosial, ekonomi, politik clan buday�'. Per 
definisi, pemberdayaan - ,ialalz . proses. penumbuhan . kekuasaan · .. dim 
kemampuan diri dari, kelompok masyarakat . . · yang . miskinjlemalt,terpinggirkan, · · dan .. . te_rtindas. Melalui · proses peniberdayaan
diasurnsikan bahwa . kelompok masyarakat'. ic ari strata sosial 
terendah sekali pun bisa saja terangkat dan ntuni::ul menjadi b_agian 
dari lapisan_ masyarakat menengah dan _atas. _Ini akap terjadi bila 
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mereka bukan saja diberi kesempatan akan tetapi mendapatkan 
bantuan atau terfasilitasi pihak lain yang memiliki komitmen untuk 
itu. Kelompok miskin di pedesaan misalnya, niscaya tidak akan 
mampu melakukan proses pemberdayaan sendiri tanpa bantuan 
atau fasilitasi pihak lain Harus ada sekelompok orang atau suatu 
institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan (enabler) bagi 
mereka. 
Pemberdayaan Masyarakat dengan demikian sama sekali 
berbeda dengan apa yang biasa disebut dengan pendekatan karitatif 
(memberi bantuan dengan dasar belas kasihan) dan pengembangan 
masyarakat (community development) yang biasanya berisi 
pembinaan, penyuluhan, bantuan teknis dan menejemen serta 
mendorong keswadayaan. Dua pendekatan ini biasanya berupa 
intervensi dari orang luar yang mengambil inisiatif, memutuskan 
dan melakukan sesuai pikirannya sendiri. Masyarakat 'diikutkan' 
sebagai obyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai pembina, 
penyuluh, pembimbing dan pemberi bantuan. 
Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, 
di mana masyarakat didampingi/ difasilitasi dalam mengambil 
keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam 
pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah 
subyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai fasilitator. 
Memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara 
mendasar berarti menempatkan rakyat beserta institusi-institusinya 
sebagai kekuatan dasar bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial, 
dan budaya. Pemberdayaan masyarakat sebenamya bukan saja 
berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi tetapi 
juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat 
meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan 
menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat. 
Pemberdayaan masyarakat dimasa sekarang mempunyai 
kendala yang sangat komplek karena "rejim pertumbuhan" ala orde 
baru telah banyak menyisakan rancang bangun yang tidak ramah 
terhadap rakyat banyak disamping menimbulkan kerusakan yang 
dahsyat terhadap sumberdaya alam. Kesukaran lain yang juga 
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akan·. dihadapi adalah menyangkut · kesiapan teknis dari berbagai 
pihak ter:utama birokrasi/pemerintah .dan legislatif. karena mau 
atau tidak mau gagasan . pemberdayaan rakyat harus dibarengi · 
dengan perubahan kultural ditingkat perilaku politik terutama 
perilaku birokrasi dan legislatif. (Adi Sasono, 1998). 
Berangkat. dari pengertian' 
.
. dia�as, ·. d�patlah dimeng�r� .
·bahwa hakikat pemberdeayaan adafah. upaya melepaskan berbagai
bentuk dominasi budaya, tekanan :politik, eksploitasi ekonomi,. yang
menghalangi upm;a ma51;arakat menentukan inasalalinya sendiri serta
upaya-upaya mengtitasinya . .
· 6 •. Partisipasi Sebagai Dasar Pemberdayaan Masyarakat
. Elemen dasar proses · pemberdayaan . 
masyarakat �dalahi
partispasi dan mobilisasi ·sosial (social ·mobilisation) .. Disebabkan . 
lemahnya . pendidikan, ekonomi dan seg�la . kekurangan yang . 
. dimiliki, penduduk miskin secara umum tidak dapat diharapkari. 
dapat mengorganisir dir
i 
mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang 
sangat esensial 
· 
dari partisipasi . dan mobilisasi ·· sosial ini adalah
membangun kesadaran akan pentingnya . mereka menjadi agen 
perubahan sosial. · · 
· 
. Partisipasi . telah banyak ditafsirk� . orang. Berbagai
· periafsiran itu antara lain sebagaiberiut:
1 .
..
'Dalam kaitannya dengari . pe�bangunan pedesaan,.. 
.
partisipasi berarti melibatkan rakyat tlalain proses pengambilan 
·. keputusari, pelaksanaan .. program, . pembagian manfaat dan
keterlibatan mereka' dalam upay'a evaluasi program.' (Cohen
dan Uphof{1977) · ·· · · · · · · ·
2. "Partisipasi adalah · dikaitkan dengan upaya terorganisir .untuk •
meningkatkan kontrol. · terhadap · . sumberdaya dan lembaga­
leinbaga pembuat kebijakan.' (Pearse dan Stifel, 1979)
., " . . ' ·" � ·- ·: . ' 
3., 'Partisipasi masyarakat adalah proses aktif' yang dilakukan 
untuk meinpengaruhi corak dan 'pelakanaan proyek-proyek 
. pembangtinan oleh masyarakat. atas · dasar pandangari yang 
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menguntungkan bagi perbaikan kehidupan · ·. · merel<a, · 
peningkatan · pendapatan, perkembangan individu, dan 
keswadayaan atau nilai-nilai lain yang mereka hargai.' (Paul, 
1987) 
4. .'Partisipasi dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan
kelompok masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan.
Pandangan ini didasarkan pada pengakuan atas perbedaan-
. perbedaan dalam kekuatan ekonomi dan politil< diantara 
kelompok-kelompok dan klas sosial yang berbeda. Partisipasi 
dalam hal ini merupakan kreasi dari organisasi-organisasi 
·kelompok miskin yang demokratis, independen dan mandiri.'
(Ghai, 1990)
5. 'Pembangunan yang partisipatif mencirikan kerjasama
(partnership) yang didasarkan atas dialog diantara para pelaku,
dimana seni.ua agenda disusun bersama, dan pandangan lokal
serta pangalaman-pengalaman asli dihormat
i 
' dan di
perjuangkan. Ini lebih merupakan negosiasi dari sekedar
dominasi dari kekuatan ekstemal yang menyusun agenda ·
proyek. Sehingga rakyat menjadi pelaku dan tidak sekedar,
penerima manfaat.' (OECD, 1994)
6. 'Partisipasi adalah sebuah proses dimana stakeholders
mempengaruhi dan mengontrol inisiatif pembangunan,
pengambilan keputusan dan sumberdaya yang berpengaruh
terhadap kehidupan mereka.' (World Bank, 1994)
Dari penafsiran atas partisipasi tersebut, dapatlah di 
simpulkan bahwa situasi partisipatif akan dapat terjadi bila: 
' ' 
)> Manipulasi dapat dihindari dengan menjauhkan proses· 
_indoktrinasi dari yang kuat kepada yang lemah. 
)> Stakeholders menginformasikan hak-haknya, 
· · tanggungjawabnya serta pandangan-pandangannya.
)> Ada komunikasi timbal balik dimana stakehoilder
mempUI1yai kesempatan untuk menyatakan perhatian dan , ·
pikirannya sungguhpun tidak mesti pikiran mereka ·· akan : ,. ·
digunakan
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> StakehC>lder berinteraksi tintuk. saling . memahami . untuk
· membangun konsensus melalui proses negosiasi. · · 
> Pengambilari keputusan dilakiikan secara kolektif.
> Adanya pemahaman dan pembagian resiko diantara .
.. stakeholders. · · ··
> Adanya kerjasama (Partnership) untuk mencapai tujuan
bersama.
> Pengelolaan bersama' ···· (Self-management)
stakeholders.
(diadopsi dari UNCDF,1996)
. . . 
7. Strategi Pemberdayaan Masyarakaf
diantara 
Uraian · diatas memberikan · penjelasari bahwa , peristiwa 
pembangunan tidaklah cukup dipahami sebagai pe:ristiwa ekoriomi . 
ansih. Setiap peristiwa · pembangunan selalu m_enilliki · dimensi 
ekonomi, · politik, dan budaya. Oleh karena itu dapat dipahami 
mengapa berbagai upaya yang hanya berdirnensi ekonomi selalu 
menemui kekagagalan dan tidak•membawa perubahan yang cukup 
berarti. 
Upaya pelllberdayaan masyarakat . merupakan jalan yang 
pa�jang dan . penuh tantangan . baik internal maupun ekstemal.
Hanya dengan komibnen yang kuat dan keberpihakan terhadap 
rakyat yang tulus serta upaya yang sungguh-sungguh 
pemberdayaan masya:rakat dapat dikembangkan. ·.. 
Peinberdayaan · masyarakat ·. meinbutuhkan.· komitmen yang 
kuat dari pemerintah,. legislatif, para· pelaku ekoriomi, rakyat, 
lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi�organisasi non 
pemerintah. Cara,, kerja yang langsung . berhubungan , , dengan 
masyarakat dilapis bawah i:nemberikan peluimg yang luas . untuk 
menggerakkan dan ·melancarkan proses belajar lllil.syarakat dalam 
membangun kehidupannya inelalui kerja-kerja korik:rit dan mefalui 
· uji coba�uji'coba dalam skala mikro, kecil dan menengah. Dalam
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kaitan ini fasilitator pemberdayaan masayarakat memiliki_peran 
penting dan strategis: Fasilitator bukanlah · pekerja ansih yang 
bekerja dengan model "tukang" tetapi mereka adalah aktivis yang 
bekerja penuh komitmen dan kreativitas serta memiliki semangat 
tinggi membantu masyarakat belajar membebasakan dirinya dari 
segala bentuk dominasi yang merniskinan dan dan membodohkan. 
Tugas utama fasilitator pemberdayaan rnasyarakat adalah 
mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat. lokal _.untuk 
membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah 
yang.mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran 
kritis masyarakat terhadap berbagai format· ekonomi-politik yang 
berlangsung secara mapan dibarengi dengan .memperkuat 
kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga' mempunyai 
kapasitas transaksional dan diharapkan bisa mengambil posisi tawar 
yang kuat dengan kekuatan lain. Upaya-upaya itu harus disertai 
dengan menggalang kemampuan untuk membetuk aliansi strategis 
dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi 
perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi 
kehidupan mereka. 
Berdasar uraian tersebut, maka upaya pemberdayaan 
masyarakat haruslah melibatkan beberapa pendekatan dan. strategi 
sebagai berikut 
a. Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat
harus dimulai dengan tindakan mikro, namun menu1iki konteks
makro dan global. Dialog mikro - makro harus terus menerus · ..
menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar . berbagai
pengalaman mikro dapat menjadi polictJ input dan polictJ reform
sebagai unsur utama pemberdayaan sehingga memiliki dampak
yang lebih luas.
b. Membangun kembali kelembagaan rakyat. . Peranserta
masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua , ... upaya
pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis
. membufuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan 
budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. 
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c. Pengembangan kesadaran rakyat. Karena peristiwa ekonomi
juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal politik
ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan
bantuan teknis jelas tidak memadai. Yang diperlukan adalah
tindakan politik yang berasis pada kesadaran rakyat untuk
membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi
dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi.
Pendidikan alternatif dan kritis merupakan pendekatan yang
sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat.
d. Redistribusi sumberdaya ekonomi merupakan syarat pokok
pemberdayaan rakyat. Redistribusi aset bukanlah sejenis hibah.
Tapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan
dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional serta
pendayagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang
akan dihadapi.
e. Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak
jamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan
lingkungan. Memperpanjang perdebatan masalah ini akan
memperpanjang deretan kerusakan sumberdaya lingkungan
yang mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri.
Yang harus diwujudkan adalah setiap peristiwa pembangunan
harus mampu secara terus menerus mengkonservasi daya
dukung lingkungan. Dengan demikian daya dukung lingkungan
akan dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan.
f. Kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan sistem
ekonomi modem dan meninggalkan sistem ekonomi primitif
(primitive capitalisme) haruslah didukung oleh berbagai kebijakan
politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan
pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya
pemberdayaan rakyat maka kekuasaan pemerintahan harus
dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya
pemberdayaan rakyat haruslah diadvokasi. Untuk ini sangatlah
penting munculnya kelompok penekan yang melakukan peran
kontrol terhadap kebijakan.
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g. Pengembangan sektor ekonomi strategy; sesuai dengan kondisi
lokal (daerah). Ini merupakan upaya untuk menggeret gerbong
ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud
produk strategis (unggulan) di sini tidak hanya produksi yang
ada di masyarakat laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal
bahan baku dan teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan
sektoral yang tinggi.
h. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan
pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin
didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan
kewilayahan administratif adalah pendekatan
birokrasif kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih
menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang
dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini
akan memungkinkan tetjadinya pemberdayaan masayarakat
dalam skala besar disamping keragaman model yang didasarkan
atas keunggulan antara kawasan satu dengan lainnya. Lebih
lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan
yang lebih produktif.
i. Mengembangkan penguasaan pengetahuan taknis. Perlu
dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur
ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan
ketergantungan rakyat pada imput luar serta hilangnya
kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan altematif yang
mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat
menggerakkan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan ·
teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka
sangat penting untuk dikembangkan.
j. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan
berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan­
keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam
bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Disamping itu
jaringan strategis juga akan berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat
dalam berbagai aspek dan advokasi.
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. . . . . . .
· .  8 .  PeranKomuni,tas Riset dan Pemberdayaan Masyarakai:
_'·. •: ··' . .- .· 
Beberapa isu strategis berikuf mungkin penting untuk 
diperhatikan oleh komunitas riset d� pemberdayaan masyarakat: 
• • 
• 
• 
·, 
• 
.. •, 
j 
•• •• , • •
> Membangun wacana publik bagikehidupan bemiasyarakat,
berbangsa d� bemegara yang demokratis. Hal ini penting .
mengingat dalam perubahan-perubahan . kedepan situasi
konflik' akan terus mewamai proses perubahan masyarakat
dan hal ini tidak mungkin dihindari sebagai proses yang 
wajar menuju demokrasi; · · · · 
· · 
. . 
> Mengembangkan model pembangunan yang benar�benar
berbasis pada sumberdaya lokal dan keilmuan lokal;
> Membangun basis-bas� pengembangan keilmuan yang
benar-benar relevan bagi kebutuhari masyarakai: disatu. sisi .
dan dalam rangka merespon perubahan global yang sari.gat
·· dinamis disisi lain.
> Mengembangkan . pusat-pusat belajar masyarakat
(community learning center). Hal ini sangat penting
kaitannya dengan penyiapan sumberdaya manusia.
' . � 
>· Membanh;t pengeinb�gan studi-studi kebijakan baik tingkat
Jokal, nasional maupun interruisional dalam rangka P,Olicy
reform.
Urituk dapat menggarap isyu�isyu strategis tersebut sangat
. diperlukan perubahan pandarigan. yang lebih ' terbuka . dari 
komunitas riset dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun 
kerjasama-kerjasama strategis . dengan kekuatan-kekuatan lain 
seperti pemeriritah, legislatif, ·. pengusaha, .. · organisasi-o;ganisasi 
sosial, I.SM baik pada level IokaL nasional maupun intemasional . 
. D�lam. kaitan dengan. pengembangan •. partisipasi · rakyat, 
komunitas riset dan. pemberdayaan masayrakat hanis benar�benar 
memahami konsep Participatory . . ·. Research (PR), yang 
dikembangkan dari pengalaman '1Popular Education" dan "Grass­
roots Activism" yang telah terbukti benar-benar,bermanfaat. Dasar 
pemikirari PR adalah membangun · kekuasaan ·rakyat ("popular 
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power") yakni mekanisme investigasi untuk membangun 
perlawanan terhadap kekuasaan ("counter-power") d�,perla\Vanan 
dominasi ("counter domination") untuk menciptakan tr�formasi 
sosial dalam hubungannya dengan pencitaan ilmu pengetahuari 
rakyat ("production of people knowledge"). Gerakan pendidikan 
kritis. ,ini lebih diarahkan untuk meningkatkan 'popular-power' 
sebagai jalan keluar masyarakat untuk ,membangun diri mereka 
sendiri (Faqih, 1993). 
Dari pengalaman dalam program-program popular education, 
terutama yang banyak dilakukan oleh NGO di Asia dan Amerika 
Latin, dan Afrika, dapatlah dikemukakan . disini bahwa proses­
proses kegiatan-kegiatan tersebut antara lain meliputi: 
1. Memulai dengan kegiatan kecil yang dianggap penting dan
dapat dilakukan oleh rakyat;
2. Melalui kegiatan terebut membangun kesadarart' kritis dan
· pemberdayaan proses-proses belajar rakyat;
3. Membangun organisasi lokal dan memunculkan. pemimpin­pemimpin lokal;
4. Mengatasi masalah-masalah ketidakadilan dan ketimpangn
internal; ' •  ' •  ' 
5. Mendorong kelompok-kelompok sosial untuk menentukan
tujuan-tujuan dan rencana-rencana lebih jauh dan lebih besar,
6. Mengembangkan aksi-aksi penelitian kritisJebih luas,
7. Membangun kerjasama-ketjasama antar. kelompok�k��mpok
lokal; · �·.:,-,�..:,,.,.-.,
8. Merribangun ketrarripilan komunikasi yang lebih luas; ·.
9. · _Membangun jaringan dengan intelektual dan politik yang kritis
dan memiliki kepedulian;
. , 
10. Meningkatkan kemampuan dalam mengontrol manipulasr dari
penyimpangan-penyimpangan politik oleh penguasa; dan
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11. Mengembangkan strategi-strategi politik;
12. Mempengaruhi dan mewarnai keputusan dan kebijakan.
Tahapan terebut tidak senantiasa betjalan linier dan sistematis.
Implementasinya sangat ditentukan oleh proses-proses yang
diciptakan oleh masyarakat sendiri. Melalui tahapan tersebut,
berdasarkan pengalaman telah mampu membuka ruang
partisipasi dan demokratisasi lebih luas.
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